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Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. 
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Sos, M.H, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. UIN 
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Kata Kunci: Tinjauan Fikih Lingkungan dan Pemindahan Ibu Kota 

Negara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih 

lingkungan mengenai kebijakan pemerintah pusat mengenai pemidahan 

ibu kota negara Republik Indonesia. Perencanaan kota haruslah 

mempertimbangkan lingkungan, lokasi dan kerusakan yang mungkin 

ditimbulkan. Pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.  Akibat 

kebijakan ini menimbulkan beralih fungsinya hutan tentunya proses ini 

telah merusak kawasan hutan dan mengancam flora dan faunanya, hal ini 

menjadikan dampak lingkungan yang sangat serius.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

dengan menggunakan sejumlah literatur sebagai bahan hukum dengan 

tujuan untuk menggambarkan secara mendalam (diskriptif analisis) 

mengenai konsep pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif fikih 

lingkungan dalam pengambilan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara 

yang baru dan Peraturan Presiden serta Undang-Undang tentang Ibu Kota 

Nusantara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ibu kota 

baru nantinya akan membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan 

sumber daya alam. Pembukaan sejumlah besar hutan dan lahan gambut 

untuk pembangunan ibu kota baru akan mengundang terjadinya bencana 

alam. Jika dilihat dari kondisi Jakarta sebagai ibu kota saat ini 

pemindahan ibu kota merupakan kemaslahatan dan menghindari 

kemafsadatan. Namun jika dilihat dari kondisi Kalimantan saat ini 

pemindahan ibu kota ini banyak membawa kerusakan atau kemafsadatan 

terutama dampak pada lingkungan. Kemafsadatan ini harus dihindari 

bahkan harus di tutup jalannya. Dalam fikih terdapat kaidah yang artinya 

“menghilangkan mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.” 




